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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Simbolisme dalam suatu adat manapun menjadi artl yang
pentiﬁg. Hal ini dikarenakan setisp bangsa atau suku
bangsa memiliki kebudayaan gsendiri-sendiri yang berbeda
gatu dengan lainnya. Dan mssing-masing budaya banyak yang
menyandarkan diri dengan menggunakan simbol-simbol ter-
tentu. Demikian pula suku mBojo, ta memiliki khas budaya
dengan menggunakan simbol-sombol atau lambang—-lambang
untuk menitipkan pesan-pesan atau nasehat-nasehat bagl
bangsanya.

Sepanjang sejarah manusia. simbolisme telah mewarnail
tindakan-tindakan manueia baik bshasa, ilmu pengetahuan
maupun tradisinya. Dalam ksitannya dengan masalah tradisi
atanu adat istiadat atau disebut juga adat tata kelakuan,
Koentjaraningrat membagi dalam empat tingkatan vaitu
tingkat nilai budaya, tingkat norma, tingkat aturan khusus
dan tingkat hukum.)? Pada tingkat yang disebut terakhir,
eistem hukum yang berlaku nampak pada misalnya hukum adat

perkawinan dan hukum adat kekayaan.

I)Koentaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan
Pembangunan, Cet. 2 (Jakarta: PT. Gramedia, 1974), hlm.
20.



Dalam pembahasan ini, penyusun menitik beratkan pada
tata cara atau aturan yang berlaku pada pelaksanaan
perkawinan adat suku mBojo yang merupakan budaya warisan
turun temurun dari generasi ke generasi sebelumnya.

Suku mBojo sendiri adalsh salah satu suku yang ada di
wilayah propinsi Nusa Tenggara barat dan mendiami di dua
wilayah Dati 1I yaitu di Kabupaten Dompu dan Kabupsaten
Bima, yang menjadi obyek penelitian penyusun adalah suku
mBojo yang berada di wilayah Kabupaten Dati IT Bima.

Dipilihnya Daerah Kabupaten -Dati II Bima sebhagal
obyek penelitian karena pola budaya suku mBojo masih
diakui keberadaannya dan berkembang dalam masyarakat yang
dianut dasn dipatuhi.

Adapun yang dimakeud dengan perkawinan menurut hukum
sdat yaitu suatu perkawinan yang bersangkut paut dengan
urusan keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Lain
halnya dengan perkawinan modern yang hanya merupakan
urusan pribadi atau individu yang akan melangsungkan
perkawinan. Begitu Juga terlihat dalam masyarakat adat
yvang masih kuat prinsip kekerabatannya dengan berdasarkan
ikatan keturunan (geneologis), maka perkawinan merupakan
nilail hidup untuk capat meneruskan keturunan.,
mempertahankan brayat keluarganya serta kedudukan sosial
dalam masyarakat. Adakalanya perkawinan merupakan sarana

memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menJauh,



sarana pendekatan, perdamaian kerabat, begitu Juga
perkawinan bersangkutan dengan warisan, kedudukan Juga
harta banda.Z)

Suku mBojo seendiri dalam melaksanakan perkawinan
adatnya sangat dipengaruhi oleh budaya yang berkembang
pada saat munculnya kebudayaan Hindu dan Islam, vyang
akhirnya terhimpun dalam budaya mBojo.

Perkawinan adat suku mBojo tidak terlepas dJdengan
penggunaan simbol-simbol, mulai dari peminangan,
pertunangan, siraman sampal 1jab kabul. Penggunaan simbol-
gimbol vang dilakukan secara turun temurun, sampal saat
ini masih terpelihara balk karena didukung oleh berbagai
pihak dalam melestarikannya. Sebab adat dan hukum adat
sebagal Jlembaga kebudaysan asli Indonesia mencerminkan
"struktur” keJiwaan masyarakat Indonesia. Maka
melestarikan dan mengamalkan adat dapat mempertebal harga
diri, rasa kebanggaan dan kebangsaan pada setiap orang
Indonesia.s)

Tema tentang tata cara pelaksanaan perkawinan adat

vang menjadi sasaran penelitian bagi penyusunan skripsi

ini disebabkan karena adat dan upacara perkawinan akan

2‘I—iilrlmsm Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Cet. 2
(Bandung: Alumni, 1983), hlm. 23.

3}Iman Sudiyat, Asas-asas Hukum Perdata, Cet. 5
(Yogyakarta: Liberti, 1991), hlm. 119.



tetap ada di dalam masyarakat vang berbudaya, walaupun
dalam batasan waktu dan ruang gerak yang akan mengalaml
perubahan-perubahan, ia azkan terus merupakan unsur budaya
yang dihayati dari masa ke masa. Ini dikarenakan adanya
sebab-gebab yaitu : Sebab utama ialah Kkarena gimbol-
gimbol yang terdapat dalam upacara perkawinan tersebut
sangat dihayati dan dipahami bahwa dipusatnya terkandung
nilai-nilai dan norma-norma yang sanyat luas dan Kkuat
dalam mengatur dan mengarahkan tingkah laku setiap
jndividu di dalam masyarakat; sebab kedua yaltu adanya
keyakinan dan anggapan behwa terjadinva keretakan dalam
rumah tangga, salah satu sebabnya adalah tidak diketahul
dsn tidak dihayatinya nilai-nilai luhur akan tujuan dan
tata krama hidup berumah tangga, sebagaimana dilukiskan
pada eimbol-simbol serta tata krama yang ada dalam adat
dan upacara perkawinan.

Sebagali hal yang sakral. lembaga sucl perkawinan
tidak terlepas dari berbasgai kendala dan pollitik vang
berkepanjangan antara orang-orang yvang ingin melestarikan
sdat dan orang maslim yang selalu terikat akan alJaran
agamanya serta orang muelim yang ingin me laksanakan
kedusnya. Dari permasalsahan di atas bagaimana hukum Islan
dapat menunjukkan keuniversalannya untuk memberikan
pemecahannysa dengan berdasarkan ketentuan-ketentusn hukum

beserta 1ilat-ilatnya dan batasan-batasan mana yang boleh



atau tidak boleh dilakukan. sebab di hadapan Allah manusia
adalah makhluk vyang mulia dan sempurna, sehingga dapat
menjadikan hidup berpasang-pasang harus mengikuti
peraturan yang ditetapkan oleh Allah serta tidak boleh
me langgarnya, sehiggs dapat membedakan manusia dari
makhluk lainnya.

Hal 1inilah yang menjadikan penyusun tertarik untuk
menelitinya dan mencoba untuk menjawab dilema tersebut
dengan berpijak pada kandungan ayat al-Qur-an yaitu Islam
datang sebagai rahmat bagil geluruh mahluk di alam semesta
ini. Sebagaimana firman Allah swt.

i AT, A e o A S

" (s P N PP\ s

‘/Lna)j}«uc.g“a)‘)_nﬂ)ﬁ_,

Dengan keuniversalannya mampu menyelaraskan antara
keinginan adat dan ketentuan sagama, serta dengan
meyakinkan diri bahwa hukum Islam adalah hukum vang
tertinggi deri hukum-hukum lain yang ada. Karena itu
penyusun akan membahas dan memaparkan tata cara dalam
upacara perkawinan adat euku mBojo dilihat dari kacamata
Izlam untuk menjadi tolak ukur pegangan orang muslim dalam

me laksanakan perkawinan adatnya.

4)p1_Tera” (17): B2.
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B.

Pokok Masalsh

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka

pokok masalah yang akan dibahas dan dicari Jawabannya

adalah sebagail berikut :

1I

Q

2.

Bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan adat suku
mBodo 7
Bagaimana pandangan hukum Islam tentang tata cara vyang

terdapat dalam upacara pesrkawinan adat suku mBojo ?

. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
Untuk memberikan gambaran tentang tata cara perkawinan
adat suku mBojo, beserta kelengkapan vyang digunakan
dalam melaksanakan adat istiadat sukunya.
UIntuk mendapatkan Kkepastlian hukum, apakah tata cara
perkawinan adat suku mBojo tersebut sesual dengan
syari at Islam atau banyak vyang menyimpang dari
ketentuan hukum Islam.
Untuk ‘memberikan kejelasan hukum terhadap tata cara
pelskessnaan perkawinan yang dapat dipakai oleh umat
Tslam suku mBojJo vang ada di Kabupaten Bima, dan mana
vang harus ditinggalkan.

Sedangkan kegunaan darl penelitian ini adalah :



1. Sebagai sumbangan informasi dan pemlkiran ilmiah pada
masyarakat yang ingin memperdalam khasanah keillmuannya
dalam bidang ilmu figih dan keistimewaan-keistimewaan
hukum Islam terutama dalam menghadapil peristiwa-
peristiwa adat yang menjadi obyek dari penelitian ini.

7. Sebagal bahan pertimbangan khususnya bagi umat Islam
vang &skan melaksanakan perkawinan dengan menggunakan
adat mBojo di Kabupaten Bima.

D. Telaah Pustaka

Para Ulama Figh membagi Figqh dalam dua bagian pokok
Pertama :. Tbadat, yvaitu hukum-hukum yang maksud pokoknya

| mendekatkan diri %kepada Allah.

Kedua : Muamalat, yaitu hukum yang ditetspkan untuk
menyusun dan mengatur hubungan perseirangan dan
hubungan masyarakat untuk memwujudkan
kemaglahatan umat manusia.®)

Pada baglan ibadat telah ditegaskan dalam keadaannya
tetap, +tidak terpengaruhi oleh perkembangan masa, tempatb
dan situasi.®? Bagian Mu’amalat ini umumnya di terangkan
secara mujmal, sehingga para mujtahid dapat mgnyusun hukum

)

sesuail dengan kehendak masea. Sedangkan dalam hukum

S5) M. Hasbi Ash Shiddieqy, Prof. Dr., Pengantar Ilmu
Figh, (Jskarta : Bulan Bintang, 1978), hlm, 35.

6)rbid., hlm. 36
) rbid., hlm. 36.
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muamalat 1ini memungkinksn adanya pertedaan pendapat dan
perubahan hukum sesuval dengan adanya kondisel soslal
budaya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum islam
tidak sempit dan kaku, tetapi luwes dan luas, inilah yang
membuka peluang untuk dikaji meteri hukumnya berdasarkan
kepentingan masyarakat dan keadilan. Oleh karenanya
penyusun mencoba mengkadi simbolieme dalam upacara
perkawinan adat Suku mBojo ditinjau dari kaca mata Islam,
karena persoalan perkawinan ini termasuk bagian hukum yang
berkaitan dengan masyarakat disamﬁing penyusun berasumsi
bahwa permasalahan ini belum pernah di adakan pengkajlan.

Agama Islam menempatkan persoalan perkawinan pada
tempat yang terhormat dan wmwemperoleh perhatian, sebab
bukan saja perkawinan eehagai asal-usul kekeluargaan, tapi
perkawinan itu jJuga hakekatnya suatu kenyataan terhadap
pengaturan bagi fitrah yang terdapat pada umat manueia
dengan melalui petunjuk Al-Qur an.

Perkawinan sangat dibutuhkan dalam kehidupan
bermasyarakat guna melangsungkan kehidupan umat manusia
serta untuk mempertahankan eksistensi Remanusiaan di muka
pbumi ini.®)

Perkawinan bagi umat manusia berbudaya, tidak cuma

B)syaikh Abdul Ajiz bin Abdurahman Al-Musnad Khalid
bin Al-Anbari., Perkawinan dan Masalahnya, (Penerjemah
Musifin As"ad H. ©Salim Rasyarahll, cet. 1 (Jakarta,
Pustaks Al-Kautsar, 1992). hlm. 14.



sekedar meneruskan naluri lahirnya sgecara turun temurun
untuk membentuk suatu keluvarga yang dalam 1katan resmi
antara laki dan perempuan, tapi Juga mempunyai arti vyang
luaes bagi kepentingan manusla itu sendiri.®)

Indonesia sekarang telah mempunyai UU Perkawinan No.
1 tahun 1974. Ia merupakan hukum Nasional yang berlaku
bagi setiap warga Indonesia, ia merupakan hasil legislatif
pertama ysng memberikan gambaran nyata tentang kebenaran
dasar azazi kejiwaan dan kebudayaan “Bhinekka Tunggal
1ka".19) Tetapi dengan adenya UU tersebut bukan berarti
bahwa di dalam pelaksanaan perkawinan di kalangan
masyarakat sudah terlepas daril pengaruh hukum adat. Hukum
adat masih meliputi hukum rakyat yang hidup dan tak
tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara.

Dr. Abdul Karim Amrullah dengan bukunya Fengantar
Ushul Figh berpendapat :

Di kalangan masyarakat adat sendiri 1istilah hukum

adat tidak banyak dikenal, anggota masyarakat blasa

menyebutnya dengan “"adat"” sala, yang berarti

“kebiasaan’”, untuk dibedakan dengan istilah "hukum”

dalam arti peraturan agama, yaltu ketetapan yang

datang dari Allsh. Jadi "adat” lalsh ketetspan yang

9)Andar Any., Perkawinan Adat Jawa, cet. I (Surakarta
: PT. Pabelan, 1985), hlm. I1.

JO)Hazairin. Tinjauan Mengenal UU Perkawinan No. I th
1974, (Jskarta : Tintsmas 1975), hlm. 5.



datang dari masyarakat yang dlberl sangsi oleh

meyarakat. sedangkan "hukum” 1alah ketetapan Allah

vang mempunyal eangsi dari. Aldesh. Adapaun hukunm
rerundang-undangan adalah ketetapan darl penguasea

(pemerintah) vang mempunyai sangsi dari

pemerintah.ll)

Dengan demikian, yang dimaksud Hukum adat perkawinan,
adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis
dalam bentuk perundang-undangan negara, vang mengatur tata
tertib perkawinan. Jika terjadi pelanggaran dalam hukum
adat tersebut yang mengadili adalah pengadilan masyarakat
atau kerabat vang bersangkutan.

Dari rangkalan pendapat di atas, ditegaskan bahwa
pe laksanaan adat dalam perkawinan tidak dapat dijadikan
satu dengan hukum kalam Allah, tapli satu kenyataan yang
tak dapst dipungkiri, bahwa sebagai hamba Allah tidak
dapat melepagkan diri darl keputusan-Nya. Segala apa yang
diperbuat, mempunyal akibzt hukum baik 1tu penderitaan,
malapetaka, dan sebagainya, hal itu diturunkan Allah bagi
hambs~Nys yasng tidak mernuruti perintah-Nys. Pernyataan

tersebut spsuai dengan firman Allah :

A7 MW L“—"“‘“"‘“ﬁ““

l]-"m:ndul Karim Amrullah, Pengantar Ushul Fiqh, cet. 2
(Jakarta : Diayamurni, tt), hlm. 22.

12’A1-Imran €3y & 2312.
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Seperti pada kebanyakan kelompok masyarakat vang
memandang perkawinan bukan hanya peristiwa yang berkenaan
dengan mereks yang melangsungkan perkawinan, akan tetapi
berkenaan erat dengan masalah kekeluargaan dan
kekerabatan. 13} Sehingga seringkali orang berpendapat
bahwa perkawinan adalsh, kawin keluarga dengan keluarga.

Pandangan seperti ini berlaku juga di lingkungan adat
mBojo, tingkah 1laku, asal-usul dan materi sangatlah
menentukan dalam wpemilihan Jjodoh, sebab harus dilihat
sebsgai suatu aspek dari sistem ekonomi dan gengsl pada
masyarakat luas dan sebagai aspek bhngunan otoritas intern
di dalam keluarga. Hanya eaja, bagli masyarakat suku mBojo
sendiri, keturunan dan harta tidaklah menjadi kartu matil
atsupun patokan dalsm menentukan pasangan hidup. Seorang
pemuda akan sulit diterima kalau dia tidak dapat mengali,
sholat dan puasa, begitu pula sebaliknya walaupun memiliki
harta yang banyak. syarat utama pernikahan adalah moral,
sedsngkan harts dan keturunan hanya sebagal pelengkep. Hal
ini merupakan motivasi bLagi keluarga untuk mendidik putra-
putri meneka nantinya.14}

Di dglam perkawinan adat mBojo masih dijumpal simbol-

simbol vang berhubungan dengan kepercayaan akan

13)Soekamto., Menuju Hukum Adat Indonesia, cet. III
(Jakarta : CV Raja Wali, 1281), hlm. 111-112.

14‘H111r Ismail, M. Kasi Kebudayaan Depdikbud
Kebupaten Bima, Bima, tanggel 15 April 1998.
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kemaslahatan, sehingga didahulul dengan eelall untuk
menolak bala. Hal ini berlangsung secara turun temurun dan
dipercaya akan membawa berkah tersendiri. Inilah yang
menjadikan kontroversial di kalangan ahli-ahli agama Islam
yang memandang hall inl sudah mengarah bid’ ah dan syrik,
tetapi untuk memberantasanya tidaklah semudah itu, karena

15) namuan

kepercayasn tersebut sudat berurat-berakar.
secara tegas dijelskan, bahwa di dalam Islam tidak
dianjurksn untuk mengikuti langkah-langkah nenek moyang,
seperti firman Allah SWT
O\ cob— W6 a Y J, i re) FUESTA
:é’,ld—ﬁﬂﬂ ‘9}4n_141L *Ldlé;L:Au,b \”JL_,LJ.
S RV 2

Namun rupa-rupanya pertentangan antara mereka yvang

16)

mempertahankan tradisi kesgamaan dengan vang ingin
memurnikan aAgama 1itu, sekarang sudah kehilangan makna
iagi, karena pelaksanaan tradisi tersebut ssat ini umumnya
sebagal seni atau hiburan yang dapat dirubah-rubah. Jelas
makna. ritual semakin terdesak oleh perkembangan-

perkembangan pragnatis kesenian sebagal dakwah Ialam.lT)

1'5_’)I~huaain H. TIbrahim. M., Kepala KUA Kec. Rasan E
Kab. Bima, Bima, tanggal 26 April 1998.

16)51_Baqarsh (2) : 170.

17Yr M. Hasbi Ash-Sidieqil. Falsafah Hukum Islam., cet.
v, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 80

12



13

Berdasarkan telash pustaka dan pembahasan khusus di
atas dapat memberikan gambaran untuk dijadikan bahan
perbincangan tentang simbolisme pada pelaksanaan adat

perkawinan suku mBojo.

F. Kerangka Teoretik _

Hukum Islam bersifat menyeluruh, yang mengatur segala
aspek kehidupan manusia, maka tetulah pembinaan hukum
memperhatiakan kebailkan masing-masing sesual dengan adat
dan kebudayasn mereka, di wmana maereka berdomisili serta
iklim vang mempengaruhinya. ’

Jika kemaslahatan-kemaslahatan itu bertantangan satu
samA lain, maka pads saat itu didahulukan malahat umum
atas maslahat khusue dan diharuskan kita menolak
kemudlarstan yang lebih besar dengan cara mengerjakan
kemudlisratan yang lebih kecil.]B}

Dalam hukum Islam tidak ada ajaran yang menganjurkan
untuk mengikuti langkah-langkah nenek moyang ataupun adat
istiadat vang telah dikerjakan oleh orang-orang terdahulu
(tetuhur). Untuk 1tu secars tegas Islam tidak menganut

kepada adar&n nenek moyang, sebagalmana firman Allah SWT
19 \ ) ) .

| ubga\f)bui,,\bw r,JJ__,\};:,
iju g}‘ t\"

18).M Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam. Cet.
5 (Bandung: Bulan Bintsng, 1993), hlm.

19)A1-Bagqarah (2) : 170.
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Menurut pendapat Fugaha, definisi adat ialah :
20) g ;3\_&3\....- fg)LJ;‘QA, O,UL;U\»&U(
. g ¢ﬂf%9§¢;ﬂ§fﬁgad[f;3\1§>

Dari batasan-batasan dan konteks pengertian tersebut,
maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya adat istiadat
vang sering dan selalu dilakukan oleh masyarkat setempat
merupakan hukum adat, yang lahir dan berkembang ditangah
masyarakat, dihayati langsunga oleh masyarkat setiap
harinya.

Karenanya setiap kejadian dalam masyarakat, manakala
telah dapat dikategorikan pada definisi di atas, bahwa
adat ialah segala apa yang telah dikenal manusia dan
menjadi kebiasaan yang berlaku dslam kehidupan masyarakat,
baik berupa perkataan atau perbuatannya. Kemudian kriteria
tersebut dapat ditetapkan sebagai sumber hukum, asal tidak
bertentangan dengan nash dan syariat Islam.

Menurut Ahmad Azhar Basyrbahwa adat istiadat dapat
diterima sebagai salah satu sumber hukum selagi memenuhi
syarat-syarat. Adapun syarat tersebut adalah sebagai
berikut :21)

1. Dapat diterima dengan kemantapan jiwa oleh masyarakat,

didukung oleh pertimbangan akal yang sehat dan sejalan

20)Asymuni A. Rahman, Qoidah-Qoidah Figh (Qowaidul
Fighiyyah), Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976),
hlm. 89.

21)Ahmad Azhar Basyir, Hukum Adat Bagi Umat Islam,
Cet. 1 (Yogyakarta: Nur Bshiyya, 1983), hlm. 28.
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dengan tuntutan watak pembawaan manusia.
2. Benar-benar merata men)adl kemantapan umum dalam
masysrakat dan dijalankan terus menerus gecara

kontinyu.

(3Y]

Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur“an atau Sunah.

Dengan demikian adat ietisdat yang bertentangan dengan

nash tidak dapat diterima.

4. Benar-benar telah ada pada saat hukum ijtihadiyah
dibentuk.

5. Dirasakan masyarakat mempunyail kekuatan memikat .
mengharuskan ditaati dan mempunyail akibat hukum.

6. Tidak terdapat persyaratan yang berakibat adat istiadat

tidak dspat ditetapkan sesual ketentuan-ketentuan.
NDengan demikian, Jelaslah bahwa adat istiadat boleh
dilaksanakan oleh siapa sBaja termasuk pada masyarakat yang
beragama Islam selagi tidak bertentangan dengan hukum yang

lebih tingi, baik itu hukum agsma atau hukum negara.
Dengan adanya syarat-syart tersebut, adat istiadat
dapat diterima sebagai hukum, dan sudah Jjelas dan tegas
bahwa adat istiadat yang sudah mengikat mesyarakat dan
mempunyai-akibat hukum namun bertentangan dengan al-Qur” an
dan as-Sunnah, maka adat istiadat tersebut tidaklah dapat
diterima oleh hukum Islam. Namun demikian suatu kenyataan
tidak dapat dipungkiri, umat Islam khususnya terlebih
dahulu dalamnya masih seja menjalankan adat istiadat

umumnya dan dalam pelaksanaan perkawian kKhususnya.
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Untuk pelakeanaan perkawlanan secara mendetall., tidak
distur di dalam al-Qur an, karena al-Qur“an  hanya
memberikan prinsip secara garis besarnya saja..

Oleh karena 1itu yang men)adi pedoman bagl penulis
vang utama adalah al-Quran, karena al-qur’an merupakan
pedoman vang utama sebelum menggunakan pedoman (dalil)
yang #ads setelah al-Qur an. Dan untuk lebih menguatkan
kedudukan sebagal sumber pokok atau sumber pertama daril
al-Qursn maka digunakan aa-Sunnah. Kedudukan ag-Sunanah
bagi a]*Qur:an selain untuk mengukuhkan hukum yang telah
ada, Jugs berfungsi menerangkan maksud dari ayat-ayat al-
Qur-an serta menetapkan dan membentuk hukum yang tidak
terdspat dalam al-Qur”an.

Setelah masalah pelaksanaan dan segala persoalan yang
berhubungan dengan perkawianan tidek diatur secara detail
dalam al-Qur an maupun as-Sunnah, maka penulis mencarlkan
dari pendspat para ulama atau dengan metode 1jtihad vyang
berupa Maslahah Mursalah dan bila perlu dengan ~“Urf.

Menurut istilah Ulama ~“Ushul, Maslahah Mursalah
jalah :" Maslahah dimana syari”® tidak mensyari”atkan hukum
untuk mewnjudksn itu, Jugs tidak terdapat dalil yang

menunjukkan atau pengakuannya atau pembatal&nny&".QZ)

22)Abdul Wahab Khalaf, Kaldah-kaidah Hukum Islam.
Alih Bahasa Noer Iskandar al-Barsany dan Moch. Tolchah
Mansoer. Cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 126.
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Sedangkan pengertian “Urf menurut para fugaha :
" “Urf ialah apa yang dikenal oleh manusia dan
berlaku padanya, baik berupa berbuatan, perkataan atau
meninggalkan sesuatu."23)

Dalam pada itu dihargai sesuatu “Urf sebagai sumber
hukum apabila terdapat padanya tiga syarat, yaitu :

1. “Urf itu tidak berlawanan dengan nash yang tegas.

2. Apabila adat itu telah menjadi adat vang terus menerus
berlaku dan berkembang dalam masyarakat .

3. “Urf itu merupakan “urf yang umum, karena hukumnya umum
tidek dapat ditetapkan dengan °Urf yang khas.

Jadi “Urf yang dimaksudkan disini adalah “Urf yang
shahih, yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak
mengharamkan yang halal. Dan bukan “Urf yang fasid yaitu
yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan vang
halal.24)

Perkawinan merupakan ikatan lshir batin vang dalam
dan kuat antara dua insan, suatu ikatan yang mencakup
hubungan yang luae antara keduanya. Maka tidak boleh tidak
harus mendapat kesatuan hati vang dipertemukan dalam

sauvatu ikatan yang tidak mudah lepas.

23)Asymuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Figh (Qawaidul
Fighiyah), Cetakan I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.
89.

24)Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam,
Alih Bahasa Noer Iskandar Al-Barsany dan Moch. Toelchsah
Mansyoer, Cet. II, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm.
126.
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Karena perkawinan merupakan suatu perbuatan syara’
yvang tentu saja mempunyal ketentuan yang Jelas dalam al-
Quran dan al-Hadist, sebagai sumber hukum Islam vyang
bersifat universal serts berlaku untuk semua masa dan
tempat, maka perkawinan merupakan landasan yang utama
dalam pembentukan sebuah rumah tangga.

Hal ini sesuai dengan firman Allah

Namun meskipun demikian, dite?pat mana seseoang masih
memegang adat, maka ketentusn adat, turut juga menentukan
dalam proses terjadinya perkawinan dengan harapan vyang
sama agar rumah tangganya rukun dan bahagia, terhindar
dari bala dan cobaan. Untuk ini, dicari titik temu dari

keduanya dengan berpiiak pada ga’idah fighiyah vang

a_:(s & s\l

Demikisnlah kerangka teoritik yang digunakan penyusun

berbunyi

26)

sebagai pedoman dalam pemecahan masalah pelaksanaan

rerkawinan adat suku mBojo ini.

25)YAr-Rum (30) : 21.

268)Asymuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Figh (Qawaidul
Fighiyvah), Cet. I, (Jakar*a: Bulan Bintang, 1976), hlm.
88.



19

F. Metode Penelitian

Dalam rencana penulisan skipsi ini, penulis akan

menggambarkan langkah kerja secars globasl. Adapun langkah

kerja yang penulis tempuh adalah sebagai berikut

1.

Metode Pengumpulan Data
Penelitian vang dipergunakan disini penelitian
lapangan vyaitu melakukan pengamatan langsung ke
tempat obyek yang akan dijadikan bahan penelitian.
Dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian yaitu
suku mBojo yang berada di wilayah Kabupaten Bima.
Sifat Penelitian

Deskriptif Analitik, yaitu suatu penelitian yang
memperlihatkan secara tetap sifat-sifat suatu gejala

mengenai keadaan atau status fenomena untuk kemudian

dianalisa. Dalam hal ini yaitu mengenai keadaan

kebudayaan atau adat istiadat yang berhubungan
dengan pelaksanasn perkawinan yang ada pada suku

mBojo untuk dianalisa menurut syari’at Islam.

. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara
bebae terpimpin yvaitu suatu wawancara yang mana
peneliti bebas mengadakan wawancara dengan tetap
berpijak pada catatan-catatan mengenali pokok-
pokok  yang akan ditanyakan, esehingga masih
memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan
vang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara
dilakukan.

Wawancara terutama ditujukan kepada informan yang

banyak mengetahui tentang obyek penelitian.



b. Metode Dokumentasi
Yaitu mencari data-data tertulis baik berupa
catatan ataupun areip ada hubungannya dengan
obyek penelitian. Dalam hal ini yaitu vang
berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan adat

suku mBoJjo.

4. Metode pendekatan

a. Pendekatan Normatif
Yaitu cara mendekati masalah dengan melihat
apakah ketentuan itu baik atau buruk menurut
norma yang berlaku.

b. Pendekatan Tekstual
Yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan
mendasarkan pada tulisan atau teks-teks yang
berhubungan dengan obyek penelitian. Dalam hal
ini tentang pelsaksanaan perkawinan adat suku

mBoJjo.

. Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan
cara berfikir induktif dan deduktif, vyaitu
penelitian untuk menghasilkan dats deskriptif pada
data atau wawancara yang diamati dan memangdang
bahwa semua variable tersebut dianggap satu kesatuan
vang utuh dan dapat diteliti tanta mengisolasikan

individu atau organisasi dan tidak perlu menggunakan
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sample lagi dengan cara menganalisa data vang
bergifat khusus untuk diambil kesimpulan vang
bersifat umum dan menarik keesimpulan dari data yang

umum kepada kesimpulan yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk  mempermudah dalam pembahasan skripseil ini
penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut

Bagian pertama adalah mengenai pendahuluan vang
berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan
kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalsh Diskripei Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat Dua Bima. Dalam Bab ini memuat sub bab sebagai
berikut pertama letak geografis, kedua Kondisi Dimografis
dan ketiga Kondisi Sosial, Fkonomi dan Keagamaan

Bab ketiga adalah tentang perkaswinan adat mBojo di
Bima vang meliputi simbolisme dan pendshuluan perkawinan,
upacara pelaksanaan perkawinan dan akibat hukumnya.

Bab empat adalah tinjauan umum tentang perkawianan
dalam Islam yesng meliputi perkswinan dalam Islam,
pendahuluan perkawinan, upacara pelaksanaan perkawianan
serta akibat hukumnya.

Bab kelima adalah analiesa dan tinjauan hukum Islam
terhadap simbolisme dan pelaksanaan perkawinan adat suku
mBoJjo.

Bab enam adalah penutup yang mencakup kesimpulan dan

saran.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan dan menggambarkan secars

signifikan serta psanjasng lebar, maks penyusun membusat

kesimpulan sebagai berikut

1

Pelakssnaan perkswinan adat suku mBojo secara garis
besar terbagi menjadi dua bagisn yaitu : a. Pendahuluan
perkawinan; b. Pelaksanaan perkawinan. Dari kedns garis
besar tersebut, masing-masing mempunyai tahapan-
tshapan. Pendahuluan perkswinsn terdapat lima tahapan
dan pelaksasnaan perkawinan terdapat sepulvoh tahapan.

Perkaswinan adsat suku mBojo dalam setiap tshapan yang
ada diwarnai adanya simbeol-simbol baik secara tersirat
manpun terucap karens dsersh ini telsh dilalui adsnya
perkembangan agama besar Hindu-Budha dan Islam,
sehingga penyimbolan terhadsp sesustn masih melekat
vang tercermin dalam kelengkapsn-kelengkapsn upacara
maupun smslan-amalsn yang dilskuksn dalam prosesi.
Simbol-simbol ysng sda, bila dilihat dan dismati secara
mendslsm mengandung sjsrsn, snjuran dan pelajarsn bagi
kedua mempelai maupun bagi para hadirin yang datang

dalam prosesi tersebut.
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Hukum Islsm memiliki sustu kaidah hukam bahwa adsat
suatu masyarakat dapst dijadikan sumber hukum -selama
adat tersebut tiduk bertentangan dengan sysrist Islam.
Berdasar ini, pelaksanaan perkawinan hukum adat suku
mBojo telah memenuhi sysrat dan rukun pernikshan sesuai
dengan yang disyariatkan dalam Islam. Sehinggsa
perkawinan dengan tata cars adat sukn mBojo ini dapat
dibenarkan dan sah menurut hukum Islam.

Hanys saja beberapa simbol-simbol ysng sads dslam
prosesi pelaksanaan perkawinan, bila tidak berhati-hati
skan menjerumusksn dalam kemusrikan. Dsn dsalam sgswus

Islam, kemusyriksn dilarang dan tidak boleh dilskukan.

Saran-saran

Perkawinan adst wBojo di kabupaten Bima adalah
suatu perkswinan ysng sedikit bsnyak masil menyimpan
budaya bsangsa ysng tinggi nilainya. Segala sesuatunys
senantiasa mengarah kepada simbol-simbeol ysng bils
diartikan sangatlah mempunysil arti sebagai harapan dan
doa vysng psds dassrnva merujuk kepads sjsrsn sgdsma
Islam vyang bila diamalkan akan mendapat kelanggengsan
hidup berumsh tanggs.

Namun disisi lain upscara-upacara tersebut juga
ada yang bersumber pads kehidupan suku mBojo yang masih

dinamistik dan animistik yang terpengaruh oleh agamsa
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Hindn yang bersbad-sabad mengnassi kehidupsan orang Bims.
Karenanya bagi orang muslim yang akan melaksanahan
upacara adat mBojo harus memisshkan msna ysng boleh
dilakukan dan mana vyang harus ditinggalkan. Sebab
bagaimanapun Jjuga hukum Islam adalah sebagsi pegangsn
satu-satunya bagi orsng Islam. Dan kepada masyarakat
suku mBojo yang beragama Islam hendaknys mengkaji lebih
dahulu tentang masalah ini, sehingda dapat menghasilkan
peraturan-peraturan adat yang sesusi dengan hukum Islam

dan dapat diterima oleh masyarakat.
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